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MOTTO 

“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin 

kalau kita telah berhasil melakukan yang baik.” 

(Evelyn Underhill) 

 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 

sesuatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya 

pada Rabb-mulah hendaknya kamu berharap.” 

(QS. AL INSYIRAH AYAT 5 – 8) 
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RINGKASAN 

Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Jalan Samanhudi, Jalan 

Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin Kabupaten Jember; Dwi Putri 

Desiyanti, 130910201044; 2017; 80 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi 

Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember. 

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dampak kebijakan relokasi 

pedagang kaki lima Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. 

Wahidin Kabupaten Jember. Terdapat beberapa dampak yang timbul dari relokasi 

tersebut. Mulai dari dampak yang diharapkan (intended consequences) dan 

dampak yang tidak diharapkan (unintended consequences). Relokasi adalah 

pemindahan tempat/lokasi berdagang pedagang kaki lima yang menggunakan 

fasilitas umum seperti trotoar dan bahu jalan ke lokasi yang telah disediakan. 

Relokasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 

6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima kemudian diatur dalam Peraturan 

Bupati Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten 

Jember. Tujuan dari adanya relokasi PKL adalah untuk mewujudkan estetika, 

keindahan, dan kebersihan di Kabupaten Jember serta mengembalikan fungsi 

fasilitas umum sebagaimana fungsinya.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di kawasan Pasar Tanjung dan Johar 

Plaza (Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin) dan Pasar 

Tegal Besar. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data yang 

digunakan yaitu ketekunan atau keajegan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan 

sejawat melalui diskusi dan kecukupan referensial. Teknik analisis data yang 

digunakan yaitu teknik analisis data dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Pelaksanaan relokasi PKL dilaksanakan oleh Satpol PP dan dinas terkait 

sesuai dengan SK Bupati Jember Nomor: 188.45/177.1/012/2014 Tentang Tim 

Penataan, Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kaki LimaKabupaten Jember 
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Tahun 2014. Relokasi PKL dilakukan di Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, 

dan Jalan Dr. Wahidin. Hasil penelitian menunjukan bahwa relokasi PKL Jalan 

Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin berdampak positif 

(intended consequences) maupun berdampak negatif (unintended consequences). 

Dampak positif dari relokasi adalah kembalinya fungsi fasilitas umum (trotoar, 

saluran air, dan lahan parkir) sebagaimana fungsinya, akses jalan menuju kawasan 

Pasar Tanjung dan Johar Plaza nyaman, lingkungan menjadi tertata, bersih, dan 

indah. Dampak negatif dari relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung 

Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin adalah penurunan tingkat pendapatan PKL yang 

direlokasi ke Pasar Tegal Besar sebesar 10% karena letak pasar tujuan yakni Pasar 

Tegal Besar yang tidak strategis dan jauh dari jantung kota. Namun, dengan 

direlokasinya PKL ke Pasar Tegal Besar memberikan rasa aman kepada eks PKL 

Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati , dan Jalan Dr. Wahidin karena saat ini 

mereka memiliki tempat yang legal untuk berjualan. Perlu adanya pengawasan 

lebih dari pemerintah agar PKL tidak kembali berjualan di trotoar dan perlu 

adanya revitalisasi pasar-pasar tradisional di Kabupaten Jember. 
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1 

BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dampak kebijakan relokasi 

pedagang kaki lima Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin 

Kabupaten Jember. Terdapat beberapa dampak yang timbul dari relokasi tersebut. 

Mulai dari dampak yang diharapkan (intended consequences) dan dampak yang tidak 

diharapkan (unintended consequences). 

Berbagai telaah telah membuktikan bahwa banyaknya sektor informal 

diberbagai kota besar di dunia termasuk Indonesia tidak lepas dari adanya urbanisasi. 

Orang-orang berduyun-duyun meninggalkan desa mereka dan pergi menuju kota-kota 

besar karena faktor ekonomi, yaitu ingin mendapatkan penghasilan yang lebih baik. 

Namun, keinginan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai sarana mencapai 

penghidupan yang lebih baik tidak diikuti dengan keterampilan yang memadai. 

Akibatnya, mereka tidak dapat diterima di sektor formal yang menuntut keahlian 

tertentu. Pendidikan yang mereka andalkan dari tempat asalnya ternyata tidak cukup 

untuk memasuki sektor-sektor pekerjaan formal di perkotaan. Akibatnya mereka akan 

memasuki sektor-sektor yang masuk kategori informal (Alisjahbana, 2006:28-29). 

Keberadaan sektor informal juga memiliki peran dalam pembangunan 

perekonomian masyarakat. Sektor informal yang biasanya merupakan sebuah usaha 

kecil masyarakat terus bertahan dan berkembang mempunyai arti yang cukup penting 

sebagai pelaku ekonomi alternatif ketika sektor formal memiliki kesempatan terbatas 

untuk golongan tertentu. Keberadaan sektor informal yang kian berkembang 

mengakibatkan kepadatan kota meningkat. Akibatnya, muncul berbagai masalah 

terkait dengan keindahan kota, kebersihan, dan keamanan masyarakat. Dalam hal ini 

pemerintah setempat harus turut andil dalam memecahkan masalah yang terjadi. 
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Sektor informal umumnya terdiri dari masyarakat asli daerah dan masyarakat 

pendatang. Masyarakat pendatang yang tinggal di perkotaan pada umumnya 

menciptakan profesi di sektor informal dengan membuka usaha-usaha kecil sebagai 

sumber mata pencaharian mereka untuk tetap bisa bertahan hidup karena faktor 

pendidikan yang mereka miliki tidak dapat diandalkan untuk bekerja di sektor formal 

(menurut wawancara dengan Ibu Atun pada 8 Februari 2017). Usaha-usaha kecil 

tersebut biasanya terletak di fasilitas umum dan lebih banyak berada di bahu jalan 

yang di istilahkan sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL).  

Beberapa permasalahan lingkungan yang timbul akibat kegiatan sektor 

informal atau pedagang kaki lima (PKL) antara lain masalah kebersihan, keindahan, 

ketertiban, pencemaran, dan kemacetan lalu lintas. Keadaan ini pada satu sisi 

dianggap sebagai hal yang sangat mengganggu, tetapi di sisi lain kegiatan 

perdagangan kaki lima memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi 

dan kesejahteraan masyarakat terutama golongan ekonomi lemah. Selain itu, kegiatan 

sektor informal ini merupakan ciri ekonomi kerakyatan yang bersifat mandiri dan 

menyangkut hajat hidup orang banyak (Alisjahbana, 2006:37). 

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) kerap dianggap sebagai masalah bagi 

sebagian besar pihak. Hal ini disebabkan karena kebanyakan PKL menggunakan 

fasilitas umum seperti trotoar sebagai media mereka berdagang. Trotoar merupakan 

fasilitas umum yang berfungsi sebagai jalur para pejalan kaki, sehingga apabila 

trotoar digunakan untuk tempat berdagang PKL maka jalur pejalan kaki hilang dan 

akan mengganggu jalannya lalu lintas. Kadangkala keberadaan PKL juga membuat 

tatanan kota menjadi tidak indah. Bangunan semi permanen yang tidak teratur dan 

sampah yang berserakan membuat ketidaknyamanan pemandangan kota dan 

berkurangnya kebersihan tempat tersebut, serta berpengaruh buruk pada kesehatan.  

PKL di Kabupaten Jember tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Jember 

yakni Kecamatan Tanggul, Kecamatan Bangsalsari, Kecamatan Rambipuji, 
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Kecamatan Puger, Kecamatan Jenggawah, Kecamatan Kalisat, Kecamatan Patrang, 

Kecamatan Kaliwates, dan Kecamatan Sumbersari (sumber: Tabulasi Pedagang Kaki 

Lima Kabupaten Jember 2016, data diolah). Kecamatan Sumbersari dan Kecamatan 

Kaliwates merupakan daerah pusat kota Jember dengan mobilitas masyarakatnya 

yang tinggi. Dua kecamatan tersebut juga merupakan daerah yang lebih padat dari 

kecamatan lainnya di Jember. Pusat aktivitas masyarakat berada di daerah ini 

sehingga dapat dilihat Kecamatan Sumbersari maupun Kecamatan Kaliwates 

dipenuhi PKL dibeberapa titik lokasi. Penyebaran PKL di Kecamatan Sumbersari dan 

Kecamatan Kaliwates adalah sebagai berikut. 

1. PKL Alun-Alun Kota. 

2. PKL Jl. A. Yani. 

3. PKL Jl. Trunojoyo. 

4. PKL Jl. Diponegoro. 

5. PKL Jl. Gajah Mada. 

6. PKL Jl. Sultan Agung. 

7. PKL Jl. Samanhudi. 

8. PKL Jl. Dr. Wahidin. 

9. PKL Jl. Untung Suropati. 

10. PKL Jl. Pitaloka. 

11. PKL Jl. Hayam Wuruk. 

12. PKL Jl. Hos. CokroAminoto. 

13. PKL Jl. Gatot Subroto. 

14. PKL Jl. Kartini. 

15. PKL Jl. PB. Sudirman (Car Free Day). 

16. PKL Jl. Jawa. 

17. PKL Jl. Kalimantan. 

18. PKL Jl. Sumatra. 

19. PKL Jl. Mastrip. 

20. PKL Jl. Letj. Suprapto. 
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21. PKL Jl. Panjaitan 

Sumber: Tabulasi Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember 2016, data diolah 

Lokasi yang ditempati oleh PKL adalah lokasi yang strategis. Lokasi tersebut 

ramai dikunjungi oleh masyarakat sehingga tidak sulit bagi para PKL untuk 

menjajakan dagangannya. Harga jual yang terjangkau membuat PKL kerap 

dikunjungi oleh masyarakat (Berdasarkan wawancara dengan Mantri Pasar Tanjung 

pada 8 Maret 2017).  Pasar Tanjung adalah pasar induk terbesar di kawasan eks 

Karesidenan Besuki, Jawa Timur. Terletak di jantung kota Kabupaten Jember, pasar 

ini dikelilingi ribuan pedagang kaki lima. Strategisnya letak Pasar Tanjung ini 

berdampak pada penataan PKL. Selama ini kemacetan terjadi di tiga titik itu karena 

PKL yang semerawut dan menguasai trotoar (dalam 

http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/214585/rombak_pasar_tanjung,_kunci_p

enataan_pkl_jember.html). Kondisi lapak dapat dilihat dari dokumentasi kegiatan 

Satpol PP pada gambar 1.1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kondisi Lapak PKL Jalan Untung Suropati 

Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah daerah merumuskan sebuah 

kebijakan untuk menata, menertibkan, dan membina pedagang kaki lima melalui 

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki 

Lima yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2008 Tentang 
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Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang 

Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 

Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember.  

Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima 

diimplementasikan oleh Satpol PP dan Dinas Pasar. Pelaksanaan penataan dan 

penertiban PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin  

dilakukan dengan berberapa cara agar tidak merugikan salah satu pihak. Penetapan 

jam berdagang dan pemberian gerobak untuk PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung 

Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Pasar (Menurut 

Wawancara dengan Pak Tri (Staf Dinas Pasar) pada 9 Januari 2017). Pemberian 

gerobak dilakukan agar PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. 

Wahidin tidak membuat bangunan semi permanen di trotoar. Namun cara tersebut 

tidak terlaksana dengan baik. Gerobak yang diberikan diterima oleh para PKL, tetapi 

mereka tetap berjualan menggunakan lapak yang mereka buat sendiri. Waktu 

berjualan yang telah ditetapkan juga tidak dipatuhi. Kemudian pada tahun 2014 

pemerintah memutuskan untuk melakukan relokasi kepada PKL Jalan Samanhudi, 

Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin. Hal ini merupakan upaya pemerintah 

untuk menertibkan, menata, dan membina para PKL sesuai dengan Perda Kabupaten 

Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima. Penertiban dan penataan 

PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin dilakukan 

dengan cara merelokasi tempat berdagang ke pasar-pasar tradisional yang telah 

disediakan oleh pemerintah daerah. Relokasi ini dilakukan dalam rangka menegakkan 

peraturan daerah Kabupaten Jember dengan tujuan mengembalikan fungsi fasilitas 

umum sebagaimana mestinya dengan penataan, penertiban, dan pembinaan PKL.  

Melalui Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/177.1/012/2014 Tentang 

Tim Penataan, Pembinaan, Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember 

Tahun 2014 relokasi PKL yang terletak di Jl. Samanhudi, Jl. Dr. wahidin, Jl. Untung 

Suropati, dan Jl. Pitaloka diimplementasikan. Pelaksana dari kebijakan ini adalah 
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Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pasar, serta Dinas-Dinas  yang 

terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM, 

DPU Bina Marga, DPU Cipta Karya dan Tata Ruang, DPU Pengairan, Camat 

Kaliwates, Patrang, dan Sumbersari, Kapolsek Kaliwates, Patrang, dan Sumbersari, 

serta Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jember. Pendataan PKL yang direlokasi 

dilaksanakan oleh Dinas Pasar bertempat di posko relokasi di unit Dinas Pasar 

Tanjung. Jumlah PKL yang terdapat di Jl. Samanhudi, Jl. Dr. wahidin, Jl. Untung 

Suropati, dan Jl. Pitaloka pada tahun 2014 tersaji dalam tabel 1.1 berikut. 

Tabel 1.1. Jumlah PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr 

Wahidin serta Jalan Pitaloka. 

No.  Lokasi PKL Jumlah 

1. Jalan Samanhudi 56 

2. Jalan Untung Suropati 104 

3. Jalan Dr. Wahidin 31 

4. Jalan Pitaloka 18 

Total 209 

Sumber: Data Relokasi PKL Tahun 2014 Dinas Pasar, data diolah 

Berdasarkan data dari Dinas Pasar Kabupaten Jember, sebanyak 209 PKL 

akan di relokasi di 6 tempat yang telah disediakan oleh Dinas Pasar Kabupaten 

Jember.  Enam tempat tersebut antara lain adalah Pasar Bungur, Pasar Tegal Besar, 

Pasar Sukorejo, Pasar Gebang ,Pasar Burung, dan Pasar Kreongan. Sebanyak 263 

lapak telah disediakan untuk ditempati PKL. Proyeksi penempatan PKL dapat dilihat 

pada tabel 1.2 sebagai berikut. 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


7 
 

Tabel 1.2. Proyeksi penempatan PKL 

No. Proyeksi Penempatan Daya Tampung Pasar 
Jumlah PKL 

yang di relokasi 

1. Pasar Sukorejo 36 36 

2. Pasar Tegal Besar 149 119 

3. Pasar Bungur 19 19 

4. Pasar Gebang/ Pasar Burung 13 13 

5.  Pasar Burung 41 19 

6. Pasar Kreongan 5 3 

Total 263 209 

Sumber: Data Relokasi PKL Tahun 2014 Dinas Pasar, data diolah 

PKL yang telah terdata dan bersedia direlokasi tersebut diberi waktu oleh 

Satpol PP yang bertugas menertibkan bangunan semi permanen PKL di Pasar 

Tanjung dan sekitarnya untuk membersihkan dan merapikan sendiri barang dagangan 

beserta alat berdagang milik mereka sebelum batas tanggal yang ditentukan untuk 

penertiban. Sesuai dengan undang-undang, langkah-langkah penertiban PKL yang 

dilakukan Satpol PP adalah sebagai berikut. 

1. Melayangkan surat teguran. 

2. Memasang spanduk di tiga titik yakni di jalan Samanhudi, Jalan Dr. Wahidin dan 

Jalan Untung Suropati. 

3. Mengundang perwakilan PKL untuk diberikan pemahaman. 

4. Mendata PKL. 

5. Memberikan peringatan kedua. 

6. Menertibkan secara paksa apabila masih terdapat lapak PKL yang belum 

dibongkar hingga hari penertiban. 

Langkah-langkah tersebut telah sesuai dengan Perbup Nomor 36 Tahun 2009 

Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember. Satpol PP telah 

melayangkan surat teguran sebanyak 4 kali yakni teguran pertama pada 12 Juni 2014 

dan 25 Juni 2014. Teguran kedua pada 15 Agustus 2014 dan 25 Agustus 2014. Isi 

surat teguran tersebut antara lain menetapkan batas waktu pembongkaran 

lapak/gerobak/rombong/tempat berdagang beserta isi dan sarana berdagang lainnya, 
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selambat-lambatnya pada Minggu 7 September 2014. Apabila sampai batas tersebut 

PKL tidak melakukan pembongkaran atau memindahkan sarana dan barang 

dagangannya, maka akan dilakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dan pemerintah tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan pada 

barang dagangan milik PKL. Penertiban tetap dilakukan agar penataan dengan 

relokasi PKL tersebut dapat berjalan.  

Pada tanggal 7 September 2014 Pemkab, Dinas Pasar, dan Satpol PP serta 

dibantu aparat Kepolisian dan TNI terjun ke lapangan untuk melakukan penertiban 

secara paksa kepada PKL yang masih belum menertibkan lapaknya. Aksi ini 

dilakukan sesuai batas waktu pengosongan lapak kepada para PKL. Sejumlah PKL 

turun kejalan untuk menolak pembongkaran lapak mereka. Sebelumnya, ratusan PKL 

sempat melakukan aksi demo penolakan penggusuran lokasi jualan mereka. Namun 

setelah dilakukan negosiasi dari pihak Pemkab, akhirnya mereka bersedia 

ditempatkan di 6 pasar yang telah disiapkan pihak Dinas Pasar (dalam 

http://poldesbanyuwangi.com/berita-bongkar-paksa-puluhan-lapak-pkl-pasar-tanjung-

.html diakses pada 21 Mei 2016 pukul 16.53 WIB). 

Setelah dilakukan relokasi, fasilitas umum seperti trotoar berfungsi kembali 

sebagai jalur untuk pejalan kaki. Pemkab Jember juga melakukan normalisasi air dan 

rekayasa lalu lintas pasca dilaksanakannya relokasi PKL . Normalisasi saluran air di 

sekitar lokasi Pasar Tanjung ini dimaksudkan untuk meningkatkan kenyamanan 

masyarakat dalam melaksanakan aktivitas perekonomian di Pasar Tanjung Jember. 

Menurut Kepala Bidang Kebersihan dan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas 

Pekerjaan Umum (DPU) Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkab Jember Joko 

Soelistyo, mengatakan “hampir setiap musim penghujan, saluran air di sekitar Pasar 

Tanjung meluap, dan terkadang menggenangi kawasan pasar dan warga sekitar pasar 

Tanjung Jember, akibat dari banyaknya sampah yang menyumbat saluran air” ( dalam 

http://www.rri.co.id/post/berita/104058/daerah/pasca_penertiban_pkl_pasar_tanjung_

pemkab_jember_lakukan_normalisasi_saluran_air.html diakses pada tanggal 20 Mei 
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2016 pukul 16.32 WIB). Lapak pedagang yang merupakan bangunan semi permanen 

dan padat di atas trotoar dengan susunan dan barisan bangunan yang tidak tertata 

serta mengakibatkan lingkungan sekitar menjadi kumuh kini sudah tidak nampak 

lagi.  

Rekayasa lalu lintas dilakukan untuk mempermudah masyarakat menjangkau 

kawasan pasar Tanjung. Tujuan diberlakukannya rekayasa lalu lintas ini masyarakat 

tidak perlu memutar jauh untuk dapat mengakses jalan sekitar pasar Tanjung. Jalan 

raya kini berukuran sesuai dengan standarnya. Sebelumnya jalan-jalan yang ditempati 

ratusan PKL tersebut sulit untuk dilalui kendaraan bermotor karena terlalu padat dan 

terhalang oleh lapak PKL yang menggunakan bahu jalan. Hasil observasi yang 

dilakukan peneliti pada 4 Januari 2017 pukul 10.16 WIB, jalan Samanhudi yang 

sebelumnya penuh dengan lapak PKL kini diatur untuk dijadikan lahan parkir dan 

menjadi arus lalu lintas satu arah sehingga lalu lintas di jalan Samanhudi menjadi 

lancar. Hanya di jalan Dr. Wahidin yang masih digunakan PKL penjual sayur dan 

daging untuk berdagang di trotoar maupun di bahu jalan. Tetapi, jalan ini merupakan 

jalur satu arah. Apabila tidak ada pelanggaran dari pengguna jalan dan tidak ada 

parkir sembarangan jalan Dr. Wahidin tidak akan mengalami kemacetan. 

Terlepas dari hal di atas, relokasi juga berdampak bagi PKL Jalan Samanhudi, 

Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin. Beberapa dampak yang didapat antara 

lain adalah terdapat kesulitan adaptasi dengan lokasi baru, sepinya pelanggan, 

turunnya harga jual, dan berkurangnya pendapatan. Berkurangnya pendapatan PKL 

tentu saja berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan hidup karena hasil dagang 

merupakan satu-satunya pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka 

sehari-hari. Tidak sedikit dari mereka yang bergantung pada penghasilan berdagang 

untuk penghidupan sehari-hari. Namun, tidak ada pilihan lain bagi mereka selain 

tetap berdagang karena rata-rata dari mereka tidak memiliki keterampilan yang 

dibutuhkan perusahaan-perusahaan saat ini. Sehingga berdagang merupakan mata 

pencaharian yang dapat mereka lakukan. Suwandi (2013) mengatakan bahwa 
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sebagian besar PKL memiliki cashflow rendah dan keuntungan usaha kecil yang 

habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu PKL juga memiliki 

manajemen usaha yang sederhana tanpa pembukuan dan administrasi sehingga hanya 

berorientasi pada pendapatan. Modal usaha, lokasi usaha, jumlah pesaing, lama usaha 

dan harga jual merupakan faktor yang memepengaruhi pendapatan pedagang kaki 

lima (dalam http://ris.uksw.edu/download/makalah/kode/M01682). 

Berdasarkan pemaparan mengenai penataan dengan relokasi dan penertiban 

pedang kaki lima kabupaten Jember di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai 

dampak yang timbul akibat adanya kebijakan relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan 

Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin yang dilakukan pemerintah Kabupaten 

Jember. Penelitian ini berjudul “Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki 

Lima Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, Dan Jalan Dr. Wahidin 

Kabupaten Jember”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Menurut Sugiyono 

(2008:209), rumusan masalah deskriptif merupakan suatu rumusan masalah yang 

memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan 

diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana dampak relokasi Pedagang 

Kaki Lima Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin 

Kabupaten Jember?”. 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai jika penelitian tersebut selesai. 

Sesuatu yang akan dicapai harus merupakan jawaban atas rumusan masalah 

penelitian. Usman dan Akbar (2009:30) menjelaskan bahwa tujuan penelitian ialah 
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pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai. Berdasarkan pengertian tujuan 

penelitian dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan dampak dari relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan Samanhudi, 

Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin Kabupaten Jember. Dampak yang akan 

di deskripsikan dalam penelitian ini adalah dampak yang diharapkan (intended 

consequences) dan dampak yang tidak diharapkan (unintended consequences). 

Dampak yang diharapkan yakni berkaitan dengan nilai estetika, kebersihan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Sedangkan dampak yang tidak diharapkan 

berkaitan dengan pendapatan PKL yang direlokasi. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Sebagaimana tujuan penelitian , rumusan manfaat penelitian juga bukan 

sekedar manfaat yang diperoleh individu peneliti. Artinya manfaat tersebut bukan 

manfaat subjektif bagi si peneliti, tetapi manfaat yang dapat diambil setelah 

dilakukannya penelitian tersebut. Tentu saja harus dipahami manfaat ini dalam 

konteks kelembagaan ataupun bidang ilmu yang ditekuninya (Idrus, 2009:30). 

Adapaun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Kajian mengenai dampak kebijakan memang telah banyak dilakukan. Dengan 

mengusung judul dampak kebijakan relokasi pedagang kaki lima Jalan 

Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin Kabupaten Jember, 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu 

pendidikan terutama dalam studi ilmu kebijakan publik dan setidaknya penelitian 

ini dapat memberikan wacana tambahan bagi kajian dampak kebijakan publik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi 

informasi tentang dampak kebijakan relokasi pedagang kaki lima Jalan 

Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin Kabupaten Jember. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk 

perumusan kebijakan publik lainnya terkait pedagang kaki lima. 
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3. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi empiris tentang dampak 

kebijakan publik, menambah wawasan, pengetahuan, dan informasi bagi pembaca 

khusunya mereka yang berkepentingan dan membutuhkan dalam hal yang masih 

berkaitan dengan penelitian dampak kebijakan publik. 
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BAB. 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

Setiap kegiatan penelitian diperlukan kerangka pemikiran yang runtut dari 

awal hingga akhir guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan 

dalam bentuk rumusan masalah. Oleh karena itu, dibutuhkan teori, konsep, penelitian 

terdahulu, dan kerangka berfikir untuk membangun sebuah tinjauan pustaka yang 

sistematis yang akan digunakan peneliti untuk menjawab permasalahan secara 

teoritis. Pada bab ini diungkapkan pendapat atau teori-teori yang melandasi 

dilakukannya penelitian. Teori yang disajikan disini menerangkan hubungan antar 

beberapa konsep yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Konsep 

menurut Usman dan Akbar (2003:88) adalah pengertian abstrak yang digunakan para 

ilmuan sebagai komponen dalam membangun proposisi dan teori.  

Penelitian ini berfokus pada dampak kebijakan publik. Peneliti 

mengumpulkan beberapa pendapat atau teori yang telah ada dan berkaitan dengan 

masalah yang dibahas. Dalam ilmu administrasi negara, dampak kebijakan publik 

merupakan bagian dari studi kebijakan publik. Kebijakan publik tersebut memiliki 

beberapa tahapan yang salah satu tahapannya adalah evaluasi kebijakan. Pada tahapan 

evaluasi kebijakan nantinya dapat dilihat sejauhmana sebuah kebijakan dapat 

mengatasi masalah publik dan memberikan dampak bagi masyarakat. Sehingga 

berdasarkan pada penjelasan tersebut, peneliti merangkai konsep dasar penelitian 

sebagai berikut. 

1. Kebijakan Publik 

Konsep kebijakan publik dipilih oleh peneliti karena penelitian yang dilakukan 

termasuk dalam studi kebijakan publik. Islamy (2000:20) menjelaskan bahwa 

kebijakan publik (public policy) adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan 

dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan 

atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. 

Kebijakan publik yang telah dikeluarkan kemudian akan dilaksanakan atau 
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diimplementasikan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Setelah itu, 

untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut memberikan pengaruh atau 

dampak, dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan.  

2. Evaluasi Kebijakan Publik 

Terdapat beberapa tahapan dalam kebijakan publik, mulai dari perumusan sampai 

evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan publik merupakan tahap akhir dari 

kebijakan publik yang berkaitan dengan dampak kebijakan publik. Kebijakan 

yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana 

kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada 

dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, 

memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan 

ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah 

kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. Namun, perlu ditegaskan 

bahwa hasil kebijakan (policy output) berbeda pengertiannya dengan dampak 

kebijakan (policy outcome atau policy consequences). Hasil kebijakan adalah apa-

apa yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan pemerintah. 

Sedangkan dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi 

yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tadi (Islamy, 

2000: 114-115). 

3. Dampak Kebijakan Publik 

Penelitian ini berfokus pada dampak kebijakan publik yang terkait dengan 

dampak dari kebijakan relokasi pedagang kaki lima dengan fokus penelitian pada 

dampak yang diharapkan (intended consequences) dan dampak yang tidak 

diharapkan (unintended consequences). Menurut Inayatullah (1980) dampak: ini 

adalah perubahan standar hidup dari kelompok sasaran atau dalam area target, 

stemming untuk program ini. yang mungkin terjadi pada dua tingkat: (a) tingkat 

individu atau keluarga, terdapat perubahan dalam pendapatan, perumahan, gizi 

atau status kesehatan; (b) tingkat masyarakat, terdiri dari perubahan dalam 

struktur social, pelayanan termasuk kesehatan – system ekonomi – produksi dan 
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infrastuktur – atau antarhubungan social dan pola komunikasi. Setiap kebijakan 

pasti diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. 

Namun, tidak dapat dihindari dalam sebuah kebijakan terdapat dampak yang tidak 

diharapkan sehingga diperlukan solusi-solusi untuk mengatasi dampak yang tidak 

diharapkan tersebut. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari suatu kebijakan 

dapat menyentuh aspek-aspek sosial, personal, ekonomi, lingkungan, psikis, serta 

biologis. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan disajikan beberapa teori yang 

telah peneliti kumpulkan sebagai bahan pemikiran dalam menjawab rumusan 

masalah secara teoritis. 

4. Relokasi Pedagang Kaki Lima 

Relokasi pedagang kaki lima merupakan objek dari penelitian ini. Dalam hal ini, 

peneliti ingin mengetahui intended dan unintended consequences yang 

ditimbulkan dari relokasi pedagang kaki lima di Jalan Samanhudi, Jalan Untung 

Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin Kabupaten Jember. 

Dari penjelasan di atas, berikut akan disajikan teori-teori yang digunakan 

peneliti secara rinci dan terarah dari berbagai literatur yang telah peneliti kumpulkan. 

2.1. Kebijakan Publik 

Terdapat banyak literatur mengenai kebijakan publik. Pada sub bab ini, 

penulis telah memilih beberapa penjelasan yang sesuai dengan kebutuhan penulis 

dalam melakukan penelitian. 

2.1.1. Kebijakan Publik Dalam Administrasi Negara 

Menurut konsep demokrasi modern, kebijaksanaan negara tidaklah hanya 

berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini 

publik (public opinion) juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan 

(tercermin) dalam kebijakan-kebijakan negara. Setiap kebijakan harus selalu 

berorientasi pada kepentingan publik (public interest). Menurut Islamy (2000:15), 
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dalam proses pembuatan kebijaksanaan negara administrator publik tidak boleh 

bersikap “hampa nilai” (value free) tetapi harus “sarat dengan nilai” (value laden), 

dengan lebih banyak memperhatikan kepentingan publik menjadi lebih bermakna. 

Kebijakan publik adalah kebijakan yang menyangkut masyarakat umum, 

Kebijakan publik ini adalah bagian dari keputusan politik yakni keputusan yang 

mengambil pilihan terbaik dari beberapa bentuk alternatif mengenai urusan-urusan 

yang menjadi kewenangan pemerintah. Thomas R. Dye (dalam Winarno, 2002:15), 

mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah 

untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. 

Islamy (2000:15-17) menjelaskan kebijakan (policy) diberi arti yang 

bermacam-macam. Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan memberi arti 

kebijaksanaan sebagai “suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-

praktek yang terarah”. Carl J. Friedrick mendefinisikan kebijaksanaan sebagai berikut 

“…serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam 

suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-

kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka 

mencapai tujuan tertentu”.  

Dari beberapa pengertian kebijakan tersebut Islamy (2000:20) menjelaskan 

bahwa kebijakan publik (public policy) adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan 

dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan 

atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. 

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang 

Kaki Lima adalah bentuk sebuah kebijakan publik. Peraturan Daerah Kabupaten 

Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima merupakan hasil 

formulasi kebijakan pemerintah daerah untuk mendasari kegiatan pedagangan kaki 

lima di kabupaten Jember. Dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 
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2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember. Penataan Pedagang 

Kaki Lima merupakan implementasi dari peraturan daerah tersebut yang dilaksanakan 

untuk menata dan menertibkan pedagang kaki lima illegal agar terciptanya keindahan 

kota, kembalinya fungsi fasilitas umum, dan melancarkan lalu lintas. Penataan PKL 

dilakukan dengan cara memindahkan tempat berjualan pedagang kaki lima atau 

disebut relokasi. 

2.1.2. Proses Pembuatan Kebijakan Publik 

Winarno (2007:32) mengatakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik 

merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel 

yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli membagi proses-proses penyusunan 

kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tahap-tahap kebijakan publik adalah 

sebagai berikut. 

a. Penyusunan Agenda 

Para pejabat publik yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada 

agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi untuk dapat masuk 

dalam agenda publik. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk agenda kebijakan para 

perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama 

sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada 

pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. 

b. Formulasi Kebijakan 

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para 

pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari 

pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari beberapa 

alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam tahap ini masing-masing alternatif  

bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan 

maslah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan 

pemecahan masalah terbaik. 

c. Adopsi Kebijakan 
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Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus 

kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif  kebijakan tersebut diadopsi dengan 

dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara lembaga atau keputusan 

peradilan. 

d. Implementasi Kebijakan 

Sebuah program kebijakan harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh 

badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah tingkat bawah. Kebijakan 

yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan 

sumber finansial dan manusia. Pada tahap ini berbagai kepentingan akan bersaing. 

Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun yang 

lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana. 

e. Evaluasi Kebijakan 

Kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat 

sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan 

publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, 

memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-

ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan 

publik telah meraih dampak yang diinginkan. 

Berdasarkan penjelasan definisi dan tahapan kebijakan publik di atas, penulis 

menggunakan pengertian dari Islamy yang menjelaskan bahwa kebijakan publik 

adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak 

dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan 

tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan publik yang menjadi dasar 

dari penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 

Tentang Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2009 

Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Kedua produk kebijakan pemerintah 

Kabupaten Jember tersebut yang mendasari kebijakan relokasi pedagang kaki lima 

Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin Kabupaten Jember. 
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 Kebijakan yang telah ditetapkan dan telah dilaksanakan tersebut akan 

dievaluasi untuk melihat sejauh mana keberhasilan dari sebuah kebijakan. Pada sub 

bab selanjutnya, akan dijelaskan mengenai evaluasi kebijakan publik. 

2.2.Evaluasi KebijakanPublik 

Pada dasarnya definisi evaluasi telah banyak di kemukakan oleh para ahli, 

seperti yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye menyatakan bahwa, “evaluasi 

kebijakan adalah pemeriksaan objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari 

kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai”. 

Berdasarkan definisi tersebut makna evaluasi kebijakan merupakan suatu 

pembelajaran tentang konsekuensi dari kebijakan publik. 

Winarno (2007: 241) mengatakan evaluasi kebijakan atau sering disebut 

sebagai analisis kebijakan, yakni suatu pengukuran terhadap dampak kebijakan atau 

sesuatu yang lain, mencakup pembuatan pertimbangan-pertimbangan mengenai 

manfaat kebijakan. Menurut Soenarko (2007: 213) evaluasi kebijakan memiliki 

tujuan sebagai berikut: 

a. menunjukkan kekeliruan atau kesalahan-kesalahan;  

b. menunjukkan cara atau metode-metode yang lebih sesuai dengan kondisinya, 

dilihat dari sudut cost dan benefit; 

c. memberikan kritik-kritik yang mebangun, yang dapat mencegah pelaksanaan 

kebijaksanaan terbawa arus yang keliru; dan 

d. memberikan pertimbangan kepada yang berwenang untuk memperbaiki, 

merubah, bahkan membatalkan program atau kebijaksanaan itu, serta usaha-usaha 

lainnya yang pada pokoknya mengarah dan membuat pelaksanaan kebijaksanaan 

atau program mencapai keberhasilan sebagaimana diharapkan dengan hasil dari 

macam-macam kegiatan yang semestinya. 
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Berikut ini merupakan tabel pendekatan evaluasi menurut William Dunn 

(2003:612,625) yang meliputi evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan 

teoritis. 

Tabel 2.1. Tipe Pendekatan Evaluasi Versi Dunn 

Pendekatan Tujuan Asumsi Bentuk Utama Teknik 

Evaluasi 

semu 

Menggunakan 

metode 

deskriptif untuk 

menghasilkan 

informasi yang 

valid tentang 

hasil kebijakan 

Ukuran 

manfaat atau 

nilai terbukti 

dengan 

sendirinya atau 

tidak 

controversial 

Eksperimental 

sosial  

Akuntansi 

sistem sosial 

Pemeriksaan 

sosial 

Sintesis Riset 

dan praktik 

Sajian 

grafik 

Tampilan 

table angka 

indeks 

Analisis 

seri waktu 

terinterupsi 

Analisis 

seri 

terkontrol 

Analisis 

diskontiny

u-regresi 

Evaluasi 

formal 

Menggunakan 

metode 

deskriptif untuk 

menghasilkan 

informasi yang 

terpercaya dan 

valid mengenai 

hasil kebijakan 

secara formal 

diumumkan 

sebagai tujuan 

program 

kebijakan 

Tujuan dan 

sasaran dari 

pengambil 

kebijakan dan 

administrator 

yang secara 

resmi 

diumumkan 

merupakan 

ukuran yang 

tepat dari 

manfaat atau 

nilai 

Evaluasi 

perkembangan 

Evaluasi 

eksperimental 

Evaluasi proses 

retrospektif 

Evaluasi hasil 

retrospektif 

Pemetaan 

sasaran 

Klarifikasi 

nilai 

Kritik nilai 

Pemetaan 

hambatan 

Analisis 

dampak 

silang 

diskonting 

Evaluasi 

keputusan 

teoritis 

Menggunakan 

metode 

deskriptif untuk 

Tujuan dan 

sasaran dari 

berbagai pelaku 

Penilaian dapat 

tidaknya 

dievaluasi 

Brainstorm

ing 

Analisis 
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menghasilkan 

informasi yang 

terpercaya dan 

valid mengenai 

hasil kebijakan 

secara eksplisit 

diinginkan oleh 

berbagai pelaku 

kebijakan 

yang 

diumumkan 

secara formal 

ataupun diam-

diam 

merupakan 

ukuran yang 

tepat dari 

manfaat atau 

nilai 

Analisis utilitas 

multi atribut 

argumentasi 

Delphi 

kebijakan 

Analisis 

survei 

pemakai 

Sumber: William Dunn “Analisis Kebijakan Publik” (2003:612,625) 

Berdasarkan uraian di atas, dampak juga merupakan keluaran dari sebuah 

kebijakan. Evaluasi kebijakan dilakukan sebagai pengukur sejauh mana suatu 

kebijakan memberikan dampak. Perlu ditegaskan bahwa hasil kebijakan (policy 

output) berbeda pengertiannya dengan dampak kebijakan (policy outcome atau policy 

consequences). Hasil kebijakan adalah apa-apa yang telah dihasilkan dengan adanya 

proses perumusan kebijakan pemerintah. Sedangkan dampak kebijakan adalah akibat-

akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya 

kebijakan-kebijakan tadi (Islamy, 2000: 114-115). Pada sub bab selanjutnya, akan 

dijelaskan mengenai dampak kebijakan publik. 

2.3. Dampak Kebijakan Publik 

Penelitian ini berfokus pada dampak kebijakan publik. Dampak yang 

dimaksud adalah dampak dari kebijakan relokasi pedagang kaki lima Jalan 

Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin Kabupaten Jember. 

Terdapat beberapa literatur mengenai dampak kebijakan publik. Berikut penjelasan 

mengenai dampak kebijakan publik yang sesuai dengan tema dari penelitian ini. 

2.3.1. Pengertian Dampak 

Menurut Dunn (2003:596) dampak kebijakan (policy impact): perubahan 

aktual dalam perilaku atau sikap yang merupakan akibat dari keluaran kebijakan. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


22 
 

Menurut Islamy (1988:615) dampak kebijakan merupakan akibat-akibat dan 

konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakan kebijakan-

kebijakan tersebut.  

Sedangkan, menurut Inayatullah (1980) mendefinisikan dampak: 

“impact: these are change in the standart of living of the target groups, or  

whitin the target area, stemming for the programme. They may take place at 

two level: (a) the individual or family level, where they may include changes 

in income, housing, nutrition or health status; and (b) the community level, 

where they may comprise change in the structure of social service including 

health care-in the economic system- including production an infrastructure – 

or in social inter-relationship and pattern of communication (dampak: ini 

adalah perubahan standar hidup dari kelompok sasaran atau dalam area target, 

stemming untuk program ini. yang mungkin terjadi pada dua tingkat: (a) 

tingkat individu atau keluarga, terdapat perubahan dalam pendapatan, 

perumahan, gizi atau status kesehatan; (b) tingkat masyarakat, terdiri dari 

perubahan dalam struktur social, pelayanan termasuk kesehatan – system 

ekonomi – produksi dan infrastuktur – atau antarhubungan social dan pola 

komunikasi).” 

 Berdasarkan pendekatan sistem politik, dampak kebijakan baik yang positif 

(intended) maupun yang negatif (unintended) akan difungsikan sebagai umpan balik 

dan dimasukkan kedalam masukan (input) dalam proses perumusan kebijakan 

berikutnya. Menjadikan dampak kebijakan sebagai masukan dalam proses perumusan 

kebijakan akan dapat meningkatkan mutu/kualitas kebijakan. 

2.3.2. Dimensi Dampak 

Menurut Anderson (dalam Islamy, 2000:115) menyebutkan dampak kebijakan 

mempunyai dimensi-dimensi sebagai berikut. 

1. Dampak kebijakan yang diharapkan (intended cosequences) dan yang tidak 

diharapkan (unintended cosequences). Dampak pembuatan kebijakan harus 

diperhatikan sasaran dan kebijakan tersebut agar dampak yang ditimbulkan sesuai 

dengan apa yang diharapkan, meskipun dalam dampak tersebut juga terdapat 

kemungkinan timbul dampak yang tidak diinginkan. 
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2. Dampak kebijakan terhadap situasi atau orang-orang (kelompok) yang bukan 

menjadi sasaran atau tujuan utama dari kebijakan tersebut. Hal ini juga disebut 

sebagai eksternalitas. Meskipun dampak yang ditimbulkan mengenai kelompok 

yang bukan menjadi kelompok sasaran utama merupakan dampak positif tetapi 

eksternalitas dari suatu kebijakan harus diperhitungkan dan diperhatikan. 

3. Dampak kebijakan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang atau 

kondisi yang akan datang. Yang mana suatu kebijakan yang diputuskan dan 

diterapkan oleh pemerintah, selain dapat mengatasi masalah yang terjadi, perlu 

dipertimbangkan dan diperhitungkan juga terhadap konsekuensinya yang akan 

datang. Dapat dikatakan bahwa selain dapat menimbulkan dampak juga dapat 

berpengaruh terhadap nilai-nilai dari dampak yang akan terjadi. 

4. Dampak kebijakan terhadap biaya langsung atau direct costs yang digunakan 

untuk pembuatan kebijakan tersebut. 

5. Dampak kebijakan terhadap biaya tidak langsung (indirect costs) sebahaimana 

dialami oleh anggota-anggota masyarakat yaitu dampak berupa keresahan social, 

tidak tercapainya tujuan kebijakan, tersebut dan lain sebagainya. 

Penilaian terhadap kebijakan seringkali manunjukkan bahwa kebijakan 

tersebut tidak mencapai hasil atau memperoleh dampak yang diharapkan. Menurut 

Islamy (2000:117), tidak tercapainya tujuan kebijakan disebabkan oleh adanya faktor-

faktor sebagai berikut. 

1. Sumber-sumber yang terbatas, baik tenaga, biaya, material, waktu dan 

sebagainya, sehingga dampak yang diharapkan tidak tercapai. 

2. Kesalahan pengadministrasian kebijakan-kebijakan akan dapat mengurangi 

tercapainya dampak kebijakan. Betapapun baiknya isi kebijakan kalau tidak 

diadministrasikan dengan baik akan sulit mencapai dampak yang diharapkan. 

3. Problema-problema publik seringkali timbul karena adanya pelbagai faktor, 

sedangkan kebijakan seringkali dirumuskan hanya atas dasar salah satu dan 

sejumlah kecil faktor-faktor tersebut. Dengan sedikitnya faktor-faktor yang 
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dipertimbangkan tersebut, akan berakibat sulitnya kebijakan itu memberikan 

dampak yang diharapkan. 

4. Masyarakat memberikan respon atau melaksanakan kebijakan dengan cara-

caranya sendiri sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan dampaknya. 

5. Adanya beberapa kebijakan yang mempunyai tujuan bertentangan satu sama lain. 

6. Adanya usaha-usaha untuk memecahkan beberapa masalah tertentu yang 

memakan biaya lebih besar dari masalah-masalahnya sendiri. 

7. Banyaknya problema-problema publik yang tidak dapat dipecahkan secara tuntas. 

8. Terjadinya perubahan sifat permasalahan ketika kebijakan sedang dirumuskan 

atau dilaksanakan. 

9. Adanya masalah-masalah baru yang lebih menarik dan dapat mengalihkan 

perhatian orang dari masalah-masalah yang telah ada. 

2.3.3. Unit-Unit Sosial yang Terkena Dampak 

Menurut Wibawa (1994:54) unit-unit sosial yang terkena dampak kebijakan 

antara lain adalah sebagai berikut. 

1. Dampak Terhadap Individu 

Dampak terhadap individu dapat menyentuh aspek-aspek biologis/fisik, 

psikis, lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial serta personal. Dampak biologis atau 

fisik biasanya menyangkut persoalan penyakit, cacat fisik, dan kurang gizi. 

Sementara itu, dampak psikis dapat berupa alienasi, stress, depresi, kepercayaan diri, 

cinta dan emosi, dan lain-lain. Selanjutnya, dampak lingkungan yang dimaksud disini 

adalah sebagai contoh keharusan untuk berpindahnya seseorang dari lingkungan 

tertentu karena adanya suatu kebijakan. Dampak ekonomi tidak hanya mengenai 

pekerja tetapi juga konsumen dan pemilik modal yaitu mengenai naik turun 

keuntungan dan naik harga dari kualitas barang. Dampak sosial serta personal dapat 

dicontohkan dengan kebebasan pendapat, berkumpulan, keamanan, dan lain-lain. 

2. Dampak Terhadap Organisasional 
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Suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak terhadap organisasi atau 

kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung adalah 

berupa terganggu atau terbantunya organisasi atau kelompok dalam mencapai 

tujuannya. Jelasnya karena misi suatu organisasi adlah mencapai tujuan tertentu, 

maka yang dimaksud dengan dampak organisasional dari suatu kebijakan adalah 

seberapa jauh kebijakan tersebut membantuatau mengganggu pencapaian tujuan suatu 

organisasi. 

3. Dampak Terhadap Masyarakat 

Masyarakat bukanlah unit sosial yang goal-oriented seperti organisasi. 

Organisasi adalah suatu unit yang melayani para anggotanya. Jadi dikatakan bahwa 

masyarakat itu mempunyai tujuan tertentu, maka tujuannya adalah melayani individu-

individu anggotanya sebaaik mungkin. Oleh karena itu, dampak suatu kebijakan 

terhadap masyarakat menunjuk pada sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi 

kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya. 

4. Dampak Terhadap Lembaga dan Sistem Sosial 

Maclver dan Page mengartikan lembaga kemasyarakatan sebagai tata cara 

atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antarmanusia yang 

berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakan asosiasi. Ada 

berbagai macam lembaga sosial misalnya lembaga /institusi pendidikan dan lembaga/ 

institusi ekonomi. 

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan 

Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin diharapkan memberikan dampak positif 

(intended consequences) sesuai dengan tujuan relokasi yang tercantum dalam 

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. 

Sasaran dari kebijakan ini adalah pedagang kaki lima Jalan Samanhudi, Jalan Untung 

Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin sehingga mereka juga akan terkena dampak dari 

kebijakan relokasi PKL yang dilakukan pemerintah. Dampak yang dirasakan PKL 

menyentuh beberapa aspek termasuk aspek ekonomi. Tidak hanya itu, masyarakat 

sekitar Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin juga akan 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


26 
 

merasakan dampak dari kebijakan relokasi PKL. Oleh karena itu, sebuah kebijakan 

pasti memiliki dampak yang diharapkan (intended consequences) dan dampak yang 

tidak diharapkan (unintended consequences). 

2.4.Relokasi Pedagang Kaki Lima 

Menurut Simanjuntak (1998: 117) usaha sektor informal beraneka ragam 

seperti pedagang kaki lima, pedagang keliling, tukang warung, sebagian tukang 

cukur, sebagian tukang becak, sebagian tukang sepatu, tukang loak, serta usaha-usaha 

rumah tangga seperti pembuat tempe, pembuat kue, pembuat es mambo, barang 

anyam-anyaman, tukang jahit, tukang tenun, dan lain-lain. Lebih dari 60 persen 

angkatan kerja Indonesia dewasa ini terserap di sektor informal. 

Wirosardjono (dalam Hariyono, 2011:108) mengemukakan ciri-ciri sektor 

informal sebagai berikut: 

1) pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam arti waktu, permodalan, maupun 

penerimaan; 

2) tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan 

oleh pemerintah sehingga kegiatannya sering dikatakan “liar”; 

3) modal, peralatan, dan perlengkapanmaupun omzetnya biasanya kecil dan 

diusahakan atas dasar hitungan harian; 

4) tidak mempunyai tempat tetap; 

5) umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpendapatan 

rendah; 

6) tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga dapat menyerap 

bermacam-macam tingkatan tenaga kerja; 

7) umumnya satuan usaha memperkejakan tenaga yang sedikit dari lingkungan 

hubungan keluarga, kenalan, atau berasal dari daerah yang sama; dan 

8) tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan, dan sebagainya. 

Paulus Hariyono (2011:110) mengemukakan bentuk sektor informal dapat 

dipilahkan menjadi dua. 

“Sektor informal bersifat legal biasanya menempati lokasi yang ditentukan 

oleh pemerintah daerah setempat dan dibuka secara kontinu. Biasanya modal 

yang digunakan relatif lebih besar dibandingkan dengan sektor informal 
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ilegal. Sedangkan sektor informal yang dilakukan secara ilegal menempati 

tempat usaha yang tidak ditentukan oleh pemerintah daerah setempat sebagai 

lokasi sektor informal”. 

Lebih jauh Hariyono (2011:112) menjelaskan bahwa lokasi pedagang sektor 

informal legal yang telah ditentukan biasanya memiliki luas yang cukup dan tidak 

mengganggu arus lalu lintas, sekalipun dalam kasus-kasus tertentu dapat dijumpai 

sektor informal legal yang mengganggu arus lalu lintas”. Sebagian besar PKL 

memiliki cashflow rendah dan keuntungan usaha kecil yang habis untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, selain itu PKL juga memiliki manajemen usaha yang 

sederhana tanpa pembukuan dan administrasi sehingga hanya berorientasi pada 

pendapatan. Modal usaha, lokasi usaha, jumlah pesaing, lama usaha dan harga jual 

merupakan faktor yang memepengaruhi pendapatan pedagang kaki lima. 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima 

menjelaskan bahwa pedagang kaki lima adalah adalah pelaku usaha yang melakukan 

kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di fasilitas 

umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dibongkar pasang dan 

dipindahkan. Tindakan relokasi diambil oleh permerintah sebagai usaha untuk menata 

dan menertibkan pedagang kaki lima yang masih menggunakan fasilitas umum untuk 

berdagang sehingga masyarakat umum tidak dirugikan dengan keberadaan pedagang 

kaki lima tersebut.  

Relokasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemindahan 

tempat/lokasi berdagang pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas umum 

seperti trotoar dan bahu jalan ke lokasi yang telah disediakan kemudian diatur dalam 

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima 

Kabupaten Jember.  

Berdasar pada Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Pentaan Pedagang Kaki Lima, relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, 

dan Jalan Dr. Wahidin dilaksanakan. Pelaksanaan relokasi berlangsung pada 7 

September 2014 dilaksanakan oleh tim penataan yang telah tercantum dalam SK 
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Bupati Jember Nomor: 188.45/177.1/012/2014 Tentang Tim Penataan, Pembinaan 

Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember Tahun 2014. 

2.5. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu 

No. Nama Penulis Tahun Judul Hasil 

1. Dimas Bram 

R. Randa 

2013 Evaluasi 

Kebijakan 

Pedagang Kaki 

Lima 

Berdasarkan 

Peraturan Daerah 

Kabupaten 

Jember Nomor 6 

Tahun 2008 

BAB IV Dan 

BAB VI (Studi 

Kasus Pedagang 

Kaki Lima Jalan 

Untung Suropati) 

Hak PKL terpenuhi yakni 

mereka dapat melakukan kegiatan 

usaha dilokasi yang diizinkan (yaitu 

Jalan Untung Suropati), untuk 

pembinaan dan pemberdayaan hanya 

sebagian kecil yang dapat diberikan 

berupa pembinaan kesehatan 

lingkungan dan mereka memperoleh 

perlindungan keamanan dari Satpol 

PP maupun Dinas Pasar Kabupaten. 

Kewajiban yang dilaksanakan oleh 

PKL Jl. Untung Suropati adalah 

membayar retribusi kepada 

pemerintah daerah Kabupaten Jember 

melalui Dinas Pasar, beberapa 

ketentuan kewajiban lainnya tidak 

dapat dilaksanakan.  

2. Rana Alvionita 2017 Dampak 

Pengelolaan 

Pertambangan 

Minyak Bumi 

Pada Sumur Tua 

Terhadap 

Kondisi 

Ekonomi 

Masyarakat 

Lokal (Studi 

Kasus Di Desa 

Wonocolo 

Kecamatan 

Dampak yang disebabkan oleh 

adanya pengelolaan pertambangan 

minyak bumi pada sumur tua sangat 

berdampak bagi ekonomi masyarakat, 

pendapatan dapat meningkat namun 

sebanding dengan pengeluaran yang 

harus mereka keluarkan karena 

dampak lingkungan yang diakibatkan 

dari pengelolaan pertambangan 

minyak dan gas bumi tersebut. namun 

jika dikatakan kesejahteraan 

masyarakat meningkat hal ini dapat 

dikatakan meningkat karena semenjak 

adanya pertambangan tercipta usaha 
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Kedewan 

Kabupaten 

Bojonegoro 

kecil-kecilan dari masyarakat lokal. 

 

2.6. Kerangka Berfikir 

Usman dan Akbar (2009:34) menjelaskan bahwa kerangka berfikir ialah 

penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. 

Kerangka berfikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang 

relevan. Berdasarkan hasil studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti maka kerangka 

penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Berfikir 

 

Peraruran Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2009 

Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima 

Relokasi Pedagang Kaki Lima Jalan Samanhudi, Jalan 

Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin Tahun 2014 

 Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Jalan Samanhudi, 

Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin Tahun 2014 

Dampak yang diharapkan 

(intended consequences) 

Dampak yang tidak 

diharapkan (unintended 

consequences) 
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BAB. 3 METODE PENELITIAN 

 

Menurut Usman dan Akbar (2009:41) metode ialah suatu prosedur atau cara 

untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan 

Sudjana (1991:52) secara lebih teknis menjelaskan bahwa metode merupakan suatu 

penekanan strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta 

dimensi ruang dan waktu dari data yang dibutuhkan.   

Sugiyono (2014:2) menjelaskan metode penelitian adalah suatu cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang 

dimaksud dalam hal ini adalah cara-cara yang sifatnya rasional, empiris, sistematis. 

Metode penelitian yang tepat dan ilmiah akan membuat peneliti dapat mencapai hasil 

yang maksimal. Oleh karena itu pemilihan metode penelitian sangat penting bagi 

sebuah penelitian.  

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Jenis penelitian. 

2. Tempat dan waktu penelitian. 

3. Data dan sumber data. 

4. Penentuan informan penelitian. 

5. Teknik dan alat pengumpulan data. 

6. Teknik menguji keabsahan data. 

7. Teknik penyajian dan analisis data. 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian ini menekankan pada pikiran dan pengalaman yang dialami oleh 

peneliti saat terjun ke lapangan sehingga bisa mengetahui secara langsung fenomena 
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sosial yang terjadi di lapangan dengan melakukan observasi agar dapat 

menggambarkan kondisi sebenarnya akan apa yang sedang diteliti. Pada akhirnya 

penelitian yang dilakukan dapat memberi manfaat dan wawasan baik pada peneliti 

dan yang lainnya.  

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:1) penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang menghasilkan penemuan yang tidak bisa dicapai melalui prosedur statistik atau 

secara kuantifikasi lainnya. Menurut Usman & Akbar (2009:4) penelitian deskriptif 

adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat pemberian sistematis, faktual, 

dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.  

Sedangkan definisi penelitian kualitatif menurut Moleong (2004:6) 

mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Senada dengan pendapat Moleong, 

Sugiyono (2014:8) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu metode 

penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah. Berangkat 

dari definisi tersebut, penelitian ini berupaya memberi gambaran dan uraian tentang 

dampak kebijakan relokasi pedagang kaki lima Jalan Samanhudi, Jalan Untung 

Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin secara sistematis, faktual, holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan metode ilmiah. 

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat dan waktu penelitian adalah hal yang sangat perlu dipertimbangkan 

dalam sebuah penelitian. Pemilihan tempat dan waktu penelitian yang tepat akan 

memberikan batasan sehingga masalah yang harus diamati tidak terlalu luas dan akan 

memebrikan hasil yang baik bagi penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian ini 

memilih tempat/lokasi penelitian di beberapa lokasi. Adapun lokasi penelitian sebagai 

berikut. 
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1. Kawasan Pasar Tanjung dan Johar Plaza (Jalan Samanhudi, Jalan Untung 

Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin). 

2. Pasar Tegal Besar. 

Pertimbangan dan alasan pemilihan lokasi penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Kawasan Pasar Tanjung dan Johar Plaza (Jalan Samanhudi, Jalan Untung 

Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin) merupakan lokasi pedagang kaki lima yang 

ditertibkan dan direlokasi sehingga banyak data yang dapat diperoleh dari 

lokasi tersebut. 

2. Pasar Tegal Besar merupakan lokasi yang menjadi satu-satunya pasar yang 

diminati PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. 

Wahidin dan memiliki daya tampung dan kuota yang lebih banyak dari pasar 

lainnya. 

Batasan waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai bulan Agustus 

tahun 2017 namun dengan waktu sasaran penelitian pada rentang tahun 2014-2017. 

Sebelum tiba saat penelitian, peneliti sudah melakukan penelitian awal pada bulan 

Desember 2016 sampai dengan Januari 2017. Peneliti membatasi rentang waktu 

penelitian untuk memberikan gambaran terkait dampak dari relokasi PKL Jalan 

Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin selama kurang lebih 3 

tahun setelah relokasi dilakukan. 

3.3. Data dan Sumber Data 

Data merupakan komponen yang sangat penting dalam penulisan skripsi ini. 

Data yang telah terkumpul kemudian diolah sehingga dapat dituangkan dalam 

penulisan. Data berfungsi sebagai sumber informasi mengenai bahasan penelitian 

yang akan dilakukan penulis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif yang lebih banyak bersifat deskriptif. Menurut Silalahi (2012:284) data 

kualitatif adalah data yang dalam bentuk bukan angka.  
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Menurut Suryabrata (1997:84), sumber data terdiri dari dua jenis yaitu sebagai 

berikut. 

1. Data primer 

 Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau 

petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya. Data Primer dapat dijadikan sebagai 

bahan analisis penelitian dari responden atau dari berbagai eksperimen yang 

dilakukan sendiri. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui 

wawancara mendalam dengan sejumlah narasumber.  

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data 

sekunder merupakan data yang didapat dari sumber kedua berupa berkas-berkas yang 

disimpan dan tersedia. Data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-

dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah, data mengenai 

produktivitas suatu perguruan tinggi, data mengenai persediaan pangan di suatu 

daerah, dan sebagainya. 

Tabel 3.1 Data dan Sumber Data 

Data Suber Data 

Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Data Sekunder (Sistematika profil Pasar 

Tanjung tahun 2012 dan Sistematika 

profil Pasar Tegal Besar tahun 2014) 

Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima 

Kabupaten Jember 

Data Sekunder (Tabulasi PKL Tahun 

2016) 

Gambaran Kondisi Jalan Samanhudi, 

Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. 

Wahidin Sebelum Relokasi 

Data Primer 

- Wawancara dengan masyarakat 

sekitar 

- Wawancara dengan Satpol PP 

- Wawancara dengan Mantri Pasar 

Tanjung 

- Wawancara dengan pedagang 

sekitar 

Pelaksanaan Relokasi PKL Jalan 

Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan 

Data Primer 

- Wawancara dengan Satpol PP 
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Jalan Dr. Wahidin - Wawancara dengan staf Dinas 

Pasar 

Dampak Relokasi PKL Jalan Samanhudi, 

Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. 

Wahidin 

Data Primer 

- Observasi peneliti di Jalan 

Samanhudi, Jalan Untung 

Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin 

- Wawancara dengan Satpol PP 

- Wawancara dengan Mantri Pasar 

Tanjung 

- Wawancara dengan Mantri Pasar 

Tegal Besar 

- Wawancara dengan pedagang 

pertokoan Pasar Tanjung 

- Wawancara dengan masyarakat 

sekitar 

Data Sekunder (Website Berita Online) 

Dampak Relokasi PKL Terhadap 

Pendapatan PKL 

Data Primer 

- Observasi Peneliti di Pasar Tegal 

Besar 

- Wawancara dengan pedagang 

baru Pasar Tegal Besar yang 

dulunya PKL 

- Wawancara dengan pedagang 

yang kembali berjualan di sekitar 

Pasar Tanjung 

Sumber: Penelitian Pada Dampak Relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung 

Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin 

 Berdasarkan tabel 3.1 di atas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh peneliti secara langsung 

melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat 

dalam dampak relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. 

Wahidin. Data sekunder diperoleh peneliti melaluli dokumen-dokumen yang terdapat 

pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008, Dokumen Peraturan 

Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, 
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dokumen sistematika Profil Pasar Tanjung Tahun 2012, dokumen sistematika profil 

Pasar Tegal Besar tahun 2014, dokumen jumlah PKL yang akan direlokasi dari Dinas 

Pasar, dan dokumen jumlah pedagang tahun 2017 Pasar Tegal Besar. 

3.4. Penentuan Informan Penelitian 

Informan merupakan sebutan untuk orang yang memberikan informasi. 

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan. 

Menurut Silalahi (2012:72) purposive sampling merupakan teknik pengambilan 

sampel atau informan yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi 

yang dibutuhkan terkait masalah penulisan. Teknik ini memilih sampel secara khusus 

berdasarkan tujuan penelitian. Diharapkan sampel yang dipilih memiliki informasi 

dan data yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian.  

Berdasarkan definisi dan keterangan terkait informan di atas, informan dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

a. Ka. Sie Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Produk Hukum Daerah 

Satuan Polisi Pamong Praja. 

b. Mantri Pasar Tanjung. 

c. Mantri Pasar Tegal Besar. 

d. Pedagang baru Pasar Tegal Besar yang dulunya adalah PKL Jalan Samanhudi, 

Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin berjumlah 10 orang. 

e. Pedagang di Jalan Samanhudi yang dulunya adalah PKL Jalan Samanhudi, 

Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin berjumlah 2 orang. 

Tabel 3.2 Daftar Nama Informan 

Nama Jabatan Data/informasi yang ingin 

diperoleh 

Erwin Prasetyo, S.H Ka Sie Pembinaan, 

Pengawasan dan 

Penyuluhan Produk 

- Dasar hukum pelaksanaan 

relokasi 

- Pelaksanaan Relokasi 
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Hukum Daerah - Dampak yang diharapkan dari 

relokasi PKL Jalan 

Samanhudi, Jalan Untung 

Suropati, dan Jalan Dr. 

Wahidin 

Sunarso Mantri Pasar Tanjung - Profil Pasar Tanjung 

- Jumlah PKL yang direlokasi 

- Dampak relokasi PKL Jalan 

Samanhudi, Jalan Untung 

Suropati, dan Jalan Dr. 

Wahidin 

Sugeng Purwanto  Mantri Pasar Tegal Besar - Profil Pasar Tegal Besar 

- Jumlah pedagang Pasar Tegal 

Besar pada Tahun 2017 

- Dampak relokasi PKL Jalan 

Samanhudi, Jalan Untung 

Suropati, dan Jalan Dr. 

Wahidin 

Said Pedagang baru Pasar 

Tegal Besar 

- Dampak relokasi 

- Pendapatan per bulan sebelum 

dan setelah relokasi 

- Waktu berjualan 

- Kenyamanan lokasi 

berdagang 

- Lama menjalani profesi 

sebagai pedagang 

- Hambatan awal yang dialami 

Abdul Kholik Pedagang baru Pasar 

Tegal Besar 

- Dampak relokasi 

- Pendapatan per bulan sebelum 

dan setelah relokasi 

- Waktu berjualan 

- Kenyamanan lokasi 

berdagang 

- Lama menjalani profesi 

sebagai pedagang 

- Hambatan awal yang dialami 

Hj. Sofiyah Pedagang baru Pasar - Dampak relokasi 
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Tegal Besar - Pendapatan per bulan sebelum 

dan setelah relokasi 

- Waktu berjualan 

- Kenyamanan lokasi 

berdagang 

- Lama menjalani profesi 

sebagai pedagang 

- Hambatan awal yang dialami 

Ibu Heni Pedagang baru Pasar 

Tegal Besar 

- Dampak relokasi 

- Pendapatan per bulan sebelum 

dan setelah relokasi 

- Waktu berjualan 

- Kenyamanan lokasi 

berdagang 

- Lama menjalani profesi 

sebagai pedagang 

- Hambatan awal yang dialami 

Bapak Muksin Pedagang baru Pasar 

Tegal Besar 

- Dampak relokasi 

- Pendapatan per bulan sebelum 

dan setelah relokasi 

- Waktu berjualan 

- Kenyamanan lokasi 

berdagang 

- Lama menjalani profesi 

sebagai pedagang 

- Hambatan awal yang dialami 

Abdullah Pedagang baru Pasar 

Tegal Besar 

- Dampak relokasi 

- Pendapatan per bulan sebelum 

dan setelah relokasi 

- Waktu berjualan 

- Kenyamanan lokasi 

berdagang 

- Lama menjalani profesi 

sebagai pedagang 

- Hambatan awal yang dialami 

Asrul Pedagang baru Pasar 

Tegal Besar 

- Dampak relokasi 

- Pendapatan per bulan sebelum 
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dan setelah relokasi 

- Waktu berjualan 

- Kenyamanan lokasi 

berdagang 

- Lama menjalani profesi 

sebagai pedagang 

- Hambatan awal yang dialami 

Ibu Ida Pedagang baru Pasar 

Tegal Besar 

- Dampak relokasi 

- Pendapatan per bulan sebelum 

dan setelah relokasi 

- Waktu berjualan 

- Kenyamanan lokasi 

berdagang 

- Lama menjalani profesi 

sebagai pedagang 

- Hambatan awal yang dialami 

Muhlis Pedagang baru Pasar 

Tegal Besar 

- Dampak relokasi 

- Pendapatan per bulan sebelum 

dan setelah relokasi 

- Waktu berjualan 

- Kenyamanan lokasi 

berdagang 

- Lama menjalani profesi 

sebagai pedagang 

- Hambatan awal yang dialami 

Ilham  Pedagang baru Pasar 

Tegal Besar 

- Dampak relokasi 

- Pendapatan per bulan sebelum 

dan setelah relokasi 

- Waktu berjualan 

- Kenyamanan lokasi 

berdagang 

- Lama menjalani profesi 

sebagai pedagang 

- Hambatan awal yang dialami 

Ibu Ruhana Pedagang di Jalan 

Samanhudi 

- Dampak relokasi 

- Alasan kembali berjualan di 

Jalan Samanhudi 
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- Biaya Sewa Toko 

- Pendapatan per bulan sebelum 

dan setelah relokasi 

- Waktu berjualan 

- Kenyamanan lokasi 

berdagang 

- Lama menjalani profesi 

sebagai pedagang 

- Hambatan awal yang dialami 

Ibu Safitri Pedagang di Jalan 

Samanhudi 

- Dampak relokasi 

- Alasan kembali berjualan di 

Jalan Samanhudi 

- Biaya Sewa Toko 

- Pendapatan per bulan sebelum 

dan setelah relokasi 

- Waktu berjualan 

- Kenyamanan lokasi 

berdagang 

- Lama menjalani profesi 

sebagai pedagang 

- Hambatan awal yang dialami 

Sumber: Penelitian pada Dampak Relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung 

Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin 

3.5.Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Menurut Kaelan (2012:163), dalam proses pengumpulan data, kegiatan utama 

peneliti adalah membaca dan mencatat informasi yang terkandung dalam data. 

Menurut Wilson (dalam Kaelan 2012:163), membaca pada prinsipnya memiliki 

tujuan utama untuk mencari keterangan-keterangan yang berkaitan dengan data 

penelitian.  

Dalam penelitian kualitatif, menurut Basrowi dan Suwandi (2008:188-189) 

data yang dikumpulkan meliputi data dari: 
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a. Pengamatan atau observasi 

Pengamatan berfokus pada 3 komponen utama yaitu ruang atau tempat, aktor, 

dan aktivitas kegiatan. Pertama kali peneliti harus melakukan pendekatan kepada 

informan. Dalam proses pendekatan ini, peneliti harus hadir di tengah-tengah mereka. 

Data yang diperoleh dari observasi berupa perincian data atau deskriptif tentang 

kegiatan, perilaku, orientasi tindakan orang-orang, serta keseluruhan kemungkinan 

hubungan bermakna dari interaksi yang dapat diamati. 

b. Wawancara 

Wawancara menurut Basrowi dan Suwandi (2008:127) adalah percakapan 

dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) sebagai 

pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi 

jawaban atas pertanyaan itu.dalam proses wawancara informan akan lebih mudah 

diwawancarai ketika pendekatan yang dilakukan peneliti berhasil. Wawancara tidak 

hanya dilakukan secara acak, terlebih lagi jika peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling. Wawancara dilakukan kepada tokoh-tokoh terkait dan pejabat 

setempat guna mendapatkan data yang diinginkan. 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam (Indepth 

Interview). Menurut Bungin (2003:62), dalam pelaksanaan pengumpulan data di 

lapangan, peneliti dapat menggunakan metode wawancara mendalam. Sesuai dengan 

pengertiannya, wawancara mendalam bersifat terbuka. Pelaksanaan wawancara tidak 

hanya sekali atau dua kali, melainkan berulang-ulang dengan intensitas tinggi.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan 

penting berhubungan dengan penelitian seperti misalnya foto, dokumen, dan 

sebagainya. Fungsi dari dokumentasi adalah sebagai data pelengkap atau pendukung 

dari data primer. Jika dilihat dari sumbernya, dokumentasi dibedakan menjadi 

beberapajenis yaitu catatan resmi, dokumentasi ekspresif, dan laporan media massa 

(Basrowi dan Suwandi, 2008:160). 
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Teknik dan alat pengumpulan digunakan dalam penelitian untuk menggali 

data-data relevan yang dibutuhkan dalam penelitian. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Sedangkan untuk alat mengumpulkan data peneliti menggunakan hanphone jenis 

smartphone yang memiliki fitur perekam suara dan pengambil gambar/foto, alat tulis, 

dan buku catatan. 

Tabel 3.3 Daftar Informasi yang Dibutuhkan dan Teknik Pengumpulan Data 

Informasi yang diperlukan Teknik Pengumpulan Data Gambaran Hasil 

Gambaran Umum Lokasi 

Penelitian 

Teknik Dokumentasi Deskripsi gambaran umum 

dari lokasi penelitian 

Gambaran umum 

pedagang kaki lima 

Kabupaten Jember 

Teknik Dokumentasi Tabulasi Pedagang Kaki 

Lima Tahun 2016 

Gambaran Kondisi Jalan 

Samanhudi, Jalan Untung 

Suropati, dan Jalan Dr. 

Wahidin Sebelum 

Relokasi 

Teknik Wawancara Penyajian kutipan hasil 

wawancara 

Pelaksanaan Relokasi PKL 

Jalan Samanhudi, Jalan 

Untung Suropati, dan Jalan 

Dr. Wahidin 

Teknik Wawancara Penyajian kutipan hasil 

wawancara 

Dampak Relokasi PKL 

Jalan Samanhudi, Jalan 

Untung Suropati, dan Jalan 

Dr. Wahidin 

Teknik Observasi  

Teknik Wawancara 

Deskripsi analisis data dan 

penyajian kutipan hasil 

wawancara 

Dampak Relokasi PKL 

Terhadap Pendapatan PKL 

Teknik Observasi 

Teknik Wawancara 

Deskripsi analisis data dan 

penyajian kutipan hasil 

wawancara 

Sumber: Penelitian pada Dampak Relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung 

Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin 
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3.6. Teknik Menguji Keabsahan Data 

Menurut Moleong (2004:327) teknik pemeriksaan keabsahan terdiri dari 8 

tahapan yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan atau keajegan pengamatan, 

triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, kecukupan referensial, analisis 

kasus negatif, pengecekan anggota, uraian rinci, auditing. Dalam penelitian ini 

peneliti memilih 4 tahapan teknik pemeriksaan keabsaan adalah sebagai berikut. 

1. Ketekunan atau Keajegan Pengamatan 

Ketekunan dan keajegan pengamatan merupakan tahapan lain yang harus 

dilakukan oleh peneliti dalam menguji keabsahan data yang telah didapatkan. Dalam 

proses ini, peneliti dituntut secara konsisten untuk melakukan pengamatan secara 

lebih rinci tentang segala hal yang berkaitan dengan masalah penelitiannya. 

Ketekunan dan keajegan pengamatan yang dilakukan peneliti akan melahirkan proses 

kedalaman pemahaman peneliti dalam mengamati objek penelitiannya. Peneliti akan 

mampu menelaah secara lebih rinci tentang faktor-faktor yang menonjol dalam 

fenomena yang diteliti sehingga mampu memberi uraian yang mendalam untuk 

menguji keabsahan data yang telah didapatkan dari proses pengumpulan data 

tersebut. 

2. Triangulasi 

Menurut Moleong (2006:330), triangulasi merupakan teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi 

yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Selain 

digunakan untuk pengumpulan data, triangulasi memiliki fungsi ganda yang sekaligus 

berguna untuk melakukan proses pengujian keabsahan data yang diperoleh. 

Triangulasi juga digunakan untuk menghilangkan perbedaan konstruksi yang ada 

dalam proses pengumpulan data.  
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Menurut Moleong (2006:332), triangulasi dapat dilakukan dengan 3 cara 

sebagai berikut. 

a) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan. 

b) Mengeceknya dengan berbagai sumber data. 

c) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat 

dilakukan. 

3. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi 

Peneliti hanya perlu melakukan proses diskusi dengan teman sejawat terkait 

masalah penelitiannya. Dalam proses diskusi dengan teman sejawat tersebut 

dimaksudkan agar peneliti dapat lebih terbuka dan jujur untuk memaparkan sekian 

masalah dan proses penelitian yang dilakukannya. Dari proses diskusi inilah akan 

lahir sekian pilihan dan pengetahuan lebih yang mampu memberi sekian referensi 

kepada peneliti untuk kebaikan penelitiannya. Dalam penelitian ini peneliti berdiskusi 

dengan rekan dan konsultasi bersama dosen pembimbing terkait dengan penelitian 

yang sedang dilakukan. 

4. Kecukupan referensial 

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diuji serta dikoreksi dengan 

banyaknya referensi yang didapat. Referensi dapat berasal dari orang lain maupun 

diperoleh selama penelitian. Selama melaksanakan penelitian, peneliti mendapat 

referensi dari website, skripsi terdahulu, serta dokumen terkait. 

3.7. Teknik Penyajian dan Analisis Data 

Teknik penyajian (display) menurut Usman dan Akbar (2009:85) data 

merupakan kegiatan penyajian data dalam bentuk matriks, network, chart atau grafik 

dan sebagainya dalam usaha untuk memberikan sajian singkat dan menarik terkait 

data namun tetap dapat memberikan gambaran keseluruhan data tersebut. 

Memperhatikan definisi mengenai teknis analisis data diatas, penelitian ini 

menggunakan analisis data kualitatif. Menururt Miles dan Huberman (1984) dikutip 

dari Sugiyono (2014:91), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 
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kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada 

setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. Aktivitas 

dalam analisis data, yaitu. 

1. Reduksi Data (data reduction), Sugiyono (2014:92) mengemukakan bahwa 

mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang 

direduksi memberi gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan 

pengumpulan data. Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan belum 

memiliki pola, maka hal itulah yang dijadikan perhatian karena penelitian 

kualitatif ini bertujuan mencari pola dan makna yang tersembunyi dibalik pola 

dan data yang tampak.  

2. Penyajian Data (data display), Silalahi (2012:340) mengemukakan bahwa 

penyajian data merupakan kegiatan dalam proses analisis data yang ditempuh 

untuk memahami data yang disajikan sehingga peneliti dapat mengambil 

tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang disajikan 

tersebut. Penyajian data kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teks 

naratif, matriks, grafik, jaringan, bagan. 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conslusion drawing/verifying) 

merupakan proses terakhir setelah penyajian data atau temuan baru dalam 

sebuah penelitian. Menurut Sugiyono (2014:99), kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif merupakan hasilpenelitian yang menjawab fokus penelitian 

berdasarkan hasil analisis data. 
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Gambar 3.1 Analisis Interaktif: Miles and Hubermann (1984) yang dikutip oleh 

Sugiyono (2014:92) 

 Gambar 3.1 memberikan gambaran terkait proses analisis interaktif menurut 

Miles and Huberman (1984) yang dikutip dari Sugiyono (2014:92), menyangkut data 

collection (pengumpulan data), data reduction (reduksi data), data display (penyajian 

data), conclusion drawing (penarikan kesimpulan atau verifikasi) seperti yang 

dijelaskan di atas.  

 

Data collection Data display 

Data reduction 

Conclusion drawing 
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BAB 5. PENUTUP 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Kebijakan relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan 

Dr. Wahidin memberikan dampak bagi kota Jember dan Pedagang Kaki Lima yang 

menjadi sasaran relokasi. Tujuan relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung 

Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin yang diharapkan berdampak positif (intended 

consequences) yakni mewujudkan estetika, keindahan dan kebersihan di Kabupaten 

Jember tercapai dengan baik. Dari penelitian dampak kebijakan relokasi Pedagang 

Kaki Lima (PKL) Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin 

Kabupaten Jember yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Relokasi PKL di Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. 

Wahidin dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember 

Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Bupati 

Jember Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Pihak 

yang terlibat dalam relokasi tercantum pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 

188.45/177.1/012/2014 Tentang Tim Penataan, Pembinaan dan Penertiban 

Pedagang Kaki LimaKabupaten Jember Tahun 2014. 

2. Dilaksanakannya relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan 

Jalan Dr. Wahidin diharapkan dapat mengembalikan fungsi fasilitas umum 

dan mewujudkan estetika, keindahan, dan kebersihan di Kabupaten Jember 

khusunya di Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin. 

3. Dampak dari relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan 

Jalan Dr. Wahidin bersifat dampak positif (intended consequences) maupun 

dampak negatif (unintended consequences). Dampak positif dari relokasi 

adalah kembalinya fungsi fasilitas umum (trotoar, saluran air, dan lahan 
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parkir) sebagaimana fungsinya, akses jalan menuju kawasan Pasar Tanjung 

dan Johar Plaza nyaman, lingkungan menjadi tertata, bersih, dan indah. 

Dampak negatif dari relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, 

dan Jalan Dr. Wahidin adalah penurunan tingkat pendapatan PKL yang 

direlokasi ke Pasar Tegal Besar sebesar 10% karena letak pasar tujuan yakni 

Pasar Tegal Besar yang tidak strategis dan jauh dari jantung kota. Namun, 

dengan direlokasinya PKL ke Pasar Tegal Besar memberikan rasa aman 

karena saat ini PKL memiliki tempat yang legal untuk berjualan. 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan peneliti dari hasil penelitian 

dilapangan, peneliti memberikan saran terkait dampak kebijakan relokasi Pedagang 

Kaki Lima (PKL) Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin 

Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut. 

1. Perlu adanya pengawasan lebih dan sanksi yang tegas untuk PKL yang 

kembali berjualan di kawasan Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan 

Jalan Dr. Wahidin karena beberapa PKL terlihat kembali berjualan di trotoar 

dengan lapak seadanya. 

2. Perlu dilakukan revitalisasi untuk pasar-pasar tradisional di kabupaten Jember 

agar pasar tradisional di Jember tidak kalah saing dengan pasar modern yang 

mengunggulkan kenyamanan pelanggan dalam berbelanja. Revitalisasi 

nantinya dapat memberikan rasa nyaman kepada masyarakat yang 

mengunjungi pasar dan menarik minat masyarakat untuk berbelanja ke pasar 

tradisional yang pada dasarnya harga barang di pasar tradisional lebih 

terjangkau. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

PEDOMAN WAWANCARA 

Ka Sie Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Produk Hukum Daerah Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. 

1. Bagaimana proses pemerintah mengambil kebijakan tindakan relokasi Jalan 

Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin? 

2. Apa yang mendasari relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, 

dan Jalan Dr. Wahidin? 

3. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan relokasi PKL Jalan Samanhudi, 

Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin? 

4. Bagaimana kondisi Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. 

Wahidin sebelum relokasi? 

5. Apa saja perbedaan sebelum dan setelah dilakukannya relokasi PKL Jalan 

Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin? 

6. Apa dampak yang diharapkan dari pelaksanaan relokasi PKL Jalan 

Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin? 

Mantri Pasar Tanjung 

1. Bagaimana kondisi Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. 

Wahidin dan Pasar Tanjung sebelum dilaksanakannya relokasi PKL? 

2. Apa dampak yang dirasakan setelah PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung 

Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin direlokasi? 

Mantri Pasar Tegal Besar 

1. Bagaimana kondisi Pasar Tegal Besar sebelum dilaksanakannya relokasi 

PKL? 
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2. Apa dampak yang dirasakan setelah PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung 

Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin direlokasi dan menempati Pasar Tegal Besar? 

Pedagang Kaki Lima 

1. Berapa pendapatan per bulan sebelum dan sesudah relokasi? 

2. Berapa lama waktu berjualan sebelum dan sesudah relokasi? 

3. Berapa lama menjalani profesi sebagai pedagang kaki lima? 

4. Bagaimana kondisi lokasi baru? 

5. Apa kesulitan yang dialami di lokasi baru? 

Masyarakat sekitar Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin 

1. Bagaimana kondisi Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. 

Wahidin sebelum relokasi? 

2. Apa dampak yang dirasakan dari relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan 

Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin? 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

Wawancara dengan Ka. Sie Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Produk 

Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wawancara dengan pedagang kaki lima 
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Wawancara dengan pedagang konveksi Pasar Tegal Besar yang dulunya adalah 

pedagang kaki lima Jalan Untung Suropati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan pedagang kaset Pasar Tegal Besar yang dulunya pedagang kaki 

lima Jalan Samanhudi 
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Lokasi penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Penelitian 
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER 
NOMOR  6  TAHUN   2008 

 
TENTANG 

 
PEDAGANG KAKI LIMA 
KABUPATEN JEMBER 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

BUPATI JEMBER, 
 

Menimbang  :  a. bahwa pedagang kaki lima sebagai individu warga masyarakat perlu 
diberikan kesempatan untuk mengembangkan usahanya dalam rangka 
mendukung  perkembangan ekonomi sektor informal ;        

b. bahwa dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima di 
kawasan perkotaan Kabupaten Jember telah menggunakan bahu jalan, 
trotoar atau fasilitas umum yang dapat menimbulkan gangguan 
ketentraman, ketertiban, kebersihan  lingkungan, dan kelancaran lalu 
lintas sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang 
terarah  agar  tercipta tertib sosial ; 

c. bahwa sehubungan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Jember Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pedagang Kaki Lima sudah tidak 
sesuai dengan perkembangan Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten 
Jember perlu pengaturan kembali penertiban Pedagang Kaki Lima 
dengan mencabut Peraturan Daerah dimaksud; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Pedagang Kaki Lima; 

Mengingat  : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita 
Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1950) ; 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209) ;     

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3480) ;     

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 34 Tahun 2000  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3839); 

- 1 - 
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5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3699) ;     

6. Undang-undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004  tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;     

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 
 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perunang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389) ; 

11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jenis 
Dan Bentuk Produk Hukum Daerah ; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang 
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Penyelenggaran Pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan 
di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember (Lembaran Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Jember Nomor 3, Tahun 1996 Seri C); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 18 Seri E);  Peraturan Daerah 
Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana 
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 Nomor 5);           

 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER, 

dan  
BUPATI JEMBER 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA 
KABUPATEN JEMBER. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :  
1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah DPRD Kabupaten Jember. 
3. Bupati adalah Bupati  Jember. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten. 
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jember. 
6. Pejabat yang dutunjuk oleh Bupati adalah Kepala Satpol PP 

Kabupaten Jember. 
7. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku 

usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu 
tertentu dan bersifat sementara di fasilitas umum, dengan 
menggunakan sarana berdagang yang mudah dibongkar pasang dan 
dipindahkan.  

8. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak dijalan, terdiri dari 
kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor. 

9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh 
peralatan teknik yang berada pada kendaraan. 

10. Izin lokasi adalah surat penetapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk,  
yang wajib dimiliki oleh PKL. 

11. Lokasi  adalah bagian wilayah dalam Kabupaten Jember yang 
ditetapkan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan usaha PKL. 

12. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, beserta kelengkapannya 
yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas. 

13. Area Milik Jalan adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang 
dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina 
jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
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14. Pembinaan adalah usaha atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah 
atau instansi terkait  untuk kepentingan daerah dan kepentingan 
umum dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan.  

15. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten, 
dunia usaha, institusi lain dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan 
iklim usaha dan pengembangan sehingga pedagang kaki lima mampu 
menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh 
dan mandiri.  

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Jember. 

 

BAB II 
LOKASI  
Pasal 2 

(1) PKL dapat melakukan kegiatan usahanya pada lokasi tertentu yang 
ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku serta mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, 
budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan ketertiban. 

(3) Penetapan lokasi tempat usaha PKL, jam buka dan jam tutup diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 3 
Kegiatan usaha PKL yang dilakukan di luar lokasi yang telah ditetapkan, 
akan dikenakan penertiban oleh Pemerintah Kabupaten. 

 

Pasal 4 
Pemerintah Kabupaten dengan mempertimbangkan kemampuan dan dana 
yang tersedia secara bertahap dapat melakukan penataan PKL dalam 
bentuk pembangunan tempat usaha informal. 

 

Pasal 5 
(1) Setiap orang atau badan hukum dapat berpartisipasi dalam 

pembangunan tempat usaha informal. 
(2) Pembangunan tempat usaha informal sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 
 

BAB III 
 PERIZINAN 

Pasal 6 
(1) Setiap PKL yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin lokasi 

PKL. 
(2) Setiap PKL hanya dapat memiliki 1 (satu) izin dan tidak dapat 

dipindahtangankan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun. 
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(3) Permohonan izin lokasi PKL disampaikan secara tertulis kepada 
Bupati melalui pejabat yang ditunjuk 

(4) Izin lokasi PKL berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat 
diperpanjang. 

(5) Perolehan izin lokasi PKL tidak dipungut biaya.  
(6) Ketentuan mengenai tata cara perolehan izin diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Bupati.  
 

BAB IV 
HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 7 
Setiap PKL berhak : 
a. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diizinkan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; 
b. mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan dalam mengembangkan 

usahanya; dan 
c. memperoleh perlindungan keamanan.  

 

Pasal 8 
 

Setiap PKL berkewajiban : 
a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. mematuhi jam buka dan jam tutup kegiatan usaha yang diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Bupati; 
c. membongkar/mengemas dan memindahkan peralatan dagangannya 

setelah selesai menjalankan usahanya;  
d. menyediakan peralatan penjualan yang mendukung terjaminnya 

kebersihan, kesehatan, keindahan, ketertiban dan keamanan 
lingkungan; dan 

e. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah. 
f. Menempatkan dan menata alat peraga dan atau barang dagangan 

dengan tertib dan teratur. 
 

BAB V 
LARANGAN 

Pasal 9 
Setiap PKL dilarang : 
a. membuat bangunan tempat usaha yang bersifat permanen ; 
b. menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan; 
c. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah 

fasilitas umum; 
d. melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh peraturan perundangan–

undangan; 
e. melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan bermotor. 
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BAB VI 
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN  

Pasal 10 
(1) Pembinaan terhadap PKL dilakukan oleh Organisasi Perangkat 

Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian 

pedoman yang dilakukan melalui penyuluhan dan pelatihan yang 
dilakukan secara periodik. 

(3) Pemerintah Kabupaten melakukan pemberdayaan terhadap 
pemegang izin lokasi PKL dapat melakukan kegiatan : 
a. pembinaan manajemen usaha; 
b. penguatan modal usaha; 
c. peningkatan kualitas dan kuantitas hasil usaha PKL; 
d. peningkatan kualitas alat peraga PKL; 
e. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi 

yang lain; dan/atau 
f. pembinaan kesehatan lingkungan usaha. 

(4) Dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) Bupati membentuk Tim dengan melibatkan 
masyarakat dan /atau paguyuban PKL. 

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara teknis dilaksanakan 
oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, pelaku ekonomi dan 
masyarakat di sekitar lokasi usaha PKL. 

 

BAB VII 
SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 11 
(1) PKL yang telah memperoleh izin lokasi  diberikan sanksi dalam 

bentuk peringatan dan tegoran secara tertulis apabila: 
a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;  
b. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

dan Pasal 9. 
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-
masing 1 (satu) minggu. 

(3) Setelah dilakukan peringatan dan tegoran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) PKL yang bersangkutan masih tidak mengindahkan 
maka diberi surat tegoran. 

(4) Apabila tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih tetap 
tidak diindahkan maka PKL yang bersangkutan akan dilakukan 
pembongkaran.  

(5) Peringatan dan tegoran tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat 
yang ditunjuk. 

 
 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


- 7 - 

Pasal 12 
(1)   Izin Lokasi PKL dicabut apabila: 

a. ada permintaan sendiri dari pemegang izin untuk menutup 
kegiatan usahanya ; 

b. ijin diperoleh atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh PKL 
yang bersangkutan; 

c. PKL yang bersangkutan tidak melaksanakan perbaikan setelah 
mendapatkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; 

d. terdapat keberatan dari pemilik atau kuasa hak atas bangunan/ 
tanah yang berbatasan langsung dengan jalan atau fasilitas umum 
pada lokasi usaha PKL terhadap berlangsungnya kegiatan 
usahanya; 

e. terdapat keberatan dari masyarakat sekitar lokasi usaha PKL atas 
kegiatan usahanya. 

(2)  Pelaksanaan pencabutan izin lokasi PKL disertai dengan penutupan 
tempat usaha. 

(3)   Pencabutan izin lokasi PKL dan penutupan tempat usaha dikeluarkan 
oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

 

BAB VIII 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 13 
(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah 

Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk 
melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana. 

(2)  Wewenang penyidik adalah: 
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 

adanya tindak pidana; 
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan 

melakukan pemeriksaan; 
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 

pengenal diri tersangka; 
d. melakukan penyitaan benda atau surat-surat; 
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
f. memanggil satu orang atau lebih untuk didengar dan diperiksa 

sebagai  saksi; 
g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara; 
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk 

dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat 
cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak 
pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia 
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka 
atau keluarganya. 
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(3)  Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada 
penuntut umum melalui penyidik  Kepolisian Republik Indonesia 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana. 

 

BAB IX 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 14 
(1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini 

diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda 
paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 
pelanggaran. 

 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah    
Nomor 6 Tahun 1988 tentang Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang 
Kaki Lima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 16 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Jember. 

     Ditetapkan di Jember. 
 pada tanggal    28    Agustus     2008

    

 BUPATI JEMBER, 
ttd 

 

MZA DJALAL 
Diundangkan di Jember 
pada tanggal 1 Desember 2008 
 
          SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER 
 
                                           Ttd             
 
                            Drs. H. DJOEWITO, MM 
                              Pembina Utama Muda 
                                 NIP. 510 074 249 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2008 NOMOR 6 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  
NOMOR   6   TAHUN   2008 

TENTANG  
PEDAGANG KAKI LIMA 
KABUPATEN JEMBER 

 
I.  PENJELASAN UMUM 

Peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat adalah merupakan tuntutan 
yang sekiranya wajar untuk diperhatikan oleh pemerintah  Kabupaten Jember. Salah 
satu upaya yang kiranya dilakukan adalah memberikan kesempatan bagi para pelaku 
usaha di sektor informal untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya secara 
maksimal dan berkesinambungan. Pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku 
usaha sektor informal, keberadaanya mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi 
kehidupan roda perekonomian masyarakat Kabupaten Jember. 

Dalam perkembanganya, keberadaan PKL di kawasan perkotaan Kabupaten 
Jember telah banyak menggunakan bahu jalan, trotoar dan fasilitas umum yang dapat 
menimbulkan gangguan ketrentraman, ketertiban, kebersihan dan kelancaran lalu 
lintas, sehingga perlu dilakukan pengaturan agar tercipta tertib masyarakat. 

Dalam rangka mengatur keberadaan PKL, berbagai  upaya dilakukan 
Pemerintah Kabupaten Jember melalui kegiatan penataan lokasi usaha, pengaturan 
mekanisme pemberian izin, dan pengaturan mengenai pemberian sanksi, serta dengan 
melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, pengawasan serta pengendalian secara 
terpadu dan berkesinambungan.      

 
II.  PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
 Angka 1 
  Cukup jelas 
 Angka 2 
  Cukup jelas 
 Angka 3 
  Cukup jelas 
 Angka 4 
  Cukup jelas 
 Angka 5 
  Cukup jelas 
 Angka 6 
  Cukup jelas 
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 Angka 7 
  Termasuk yang memakai kendaraan bermotor maupun yang tidak 

memakai kendaraan bermotor. 
 Angka 8 
  Cukup jelas 
 Angka 9 
  Cukup jelas 
 Angka 10 
  Cukup jelas 
 Angka 11 
  Cukup jelas 
 Angka 12 
  Cukup jelas 
 Angka 13 
  Cukup jelas 
 Angka 14 
  Cukup jelas 
 Angka 15 
  Cukup jelas 
 Angka 16 
  Cukup jelas 
Pasal 2 
 Cukup jelas. 
Pasal 3 
 Cukup jelas 
Pasal 4 
 Cukup jelas. 
Pasal 5 
 Cukup jelas. 
Pasal 6 
 Cukup jelas. 
Pasal 7 
 Cukup jelas. 
Pasal 8 
 Cukup jelas. 
Pasal 9 
 Cukup jelas. 
Pasal 10 
 Cukup jelas. 
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Pasal 11 
 Cukup jelas. 
Pasal 12 
 Cukup jelas. 
Pasal 13 
 Cukup jelas. 
Pasal 14 
 Cukup jelas. 
Pasal 15 
 Cukup jelas. 
Pasal 16 
 Cukup jelas. 
Pasal 17 
 Cukup jelas. 
Pasal 18 
 Cukup jelas. 

  
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2008 NOMOR 6 
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